
 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR  17 A  TAHUN 2016 

                
 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015, perlu dilakukan penetapan terhadap Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017;  

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi 

Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja 
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja 
Pemerintah dan program strategis Nasional yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan  Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Tahun 2017; 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 

Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);   

20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2015 tentang 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 66); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Bangka. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.  

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.  
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8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) 
tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan 
mengacu pada RPJP Nasional. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) 

tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan 
penyusunannya berpedoman RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJM Nasional. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah 

yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional 
untuk 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan 

penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. 

12. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 

19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai tujuan. 

20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan daerah.  

21. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 

 

BAB II 
PENETAPAN RKPD 

Pasal 2 

Dengan Peraturan ini ditetapkan RKPD Tahun 2017 untuk periode 1 (satu) 
tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31 

Desember 2017. 
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Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun 
berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta 
mengacu prinsip money follow program, berbasis hasil evaluasi rencana 

pembangunan dalam menentukan isu strategis Daerah, berpedoman 
terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 

2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sustainable Development Goals 
(SDGs), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 serta 
mengacu kepada prioritas Nasional. 

(2) Rincian RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

BAB III 

MATERI RKPD TAHUN 2017  

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas 
pembangunan Daerah, pagu indikatif berdasarkan fungsi SKPD, 

rancangan alokasi dana serta informasi mengenai pendanaannya baik 
berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber – sumber 
lainnya. 

(2) Materi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
merupakan : 

a. pedoman bagi SKPD dalam menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran 

SKPD; dan 

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan RKPD 

Tahun Anggaran 2017.  
 

BAB IV 

PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah menentukan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 

berpedoman pada RKPD Tahun 2017. 

(2) SKPD menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai pedoman dalam 

menetapkan Rencana Kerja Tahun 2017. 
 

Pasal 6 

(1) Berdasarkan Rencana Kerja SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, SKPD membuat laporan kinerja 
triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran 

yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing 
– masing program.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 

Bappeda dan Dinas Pendapatan, Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah 

paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang 
bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta 

evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang 
bersangkutan. 
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Pasal 7 

(1) Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan 
harmonisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2017 

dengan RKPD Tahun 2017. 

(2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan review terhadap 

RKPD Tahun 2017. 
   

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.  

 
 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  3 Juni 2016 

BUPATI BANGKA,  

     Cap/dto  

TARMIZI SAAT    

Diundangkan di Sungailiat 
Pada tanggal  3 Juni 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

  Cap/dto 

      FERY INSANI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 35    
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                       

 
 

 

       Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

Cap/dto 

DONI KANDIAWAN, SH. MH 

PEMBINA 
NIP. 19730317 200003 1 006 

 

 

 


